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ABSTRACT

Background: Obstetric emergencies, medical ethics and health law present challenges in making doctor’s decisions. Decision making in obstetric
emergencies varies depending on the patient’s medical condition, ethical dilemmas or the ideology of bioethical thinking.

Obijective: To analyze presumed consent in the handling of emergency obstetric cases from the perceptions of doctors and patients through aspects
of the Basic Principles of Bioethics, Clinical Ethics and the ideology of bioethical thinking.

Method: Qualitative method with case study approach. This study uses a holistic single case study design through in-depth interviews with doctor and
patient informants.

Results and Discussion: In resolving an ethical dilemma, prima facie analysis is a solution in making decisions about ethical dilemmas for doctors by
choosing principles that are prioritized based on basic principles of bioethics, clinical ethics and the ideology of bioethical thinking.

Conclusion: The implementation of the presumed consent method is the right choice in handling obstetric emergencies based on aspects of the basic
principles of bioethics, clinical ethics and the ideology of bioethical thinking.

Keywords: presumed consent; obstetric emergencies; ideology of bioethical thinking; basic principles of bioethics; clinical ethics

ABSTRAK

Latar Belakang: Kondisi kegawatdaruratan obstetri, etika kedokteran dan hukum kesehatan memberikan tantangan tersendiri dalam pengambilan
keputusan dokter. Pengambilan keputusan dalam kondisi kegawatdaruratan obstetri bervariasi tergantung kondisi medis pasien, dilema etik yang
muncul ataupun aliran berpikir bioetika.

Tujuan: Menganalisis presumed consent pada penanganan kasus kegawatdaruratan obstetri dari persepsi dokter dan pasien melalui aspek Kaidah
Dasar Bioetika, Etika Klinik dan aliran berpikir bioetika.

Metode: Metode kualitatif dengan pendekatan case study. Penelitian ini menggunakan desain holistic single case study design melalui wawancara
mendalam kepada informan dokter dan pasien.

Hasil dan Pembahasan: Dalam menyelesaikan suatu dilema etik, analisis prima facie menjadi solusi dalam pengambilan keputusan terhadap dilema
etik bagi dokter dengan cara memilih prinsip yang lebih diprioritaskan berdasarkan kaidah dasar bioetika, etika klinik dan aliran berpikir bioetika.
Kesimpulan: Implementasi metode presumed consent menjadi pilihan yang tepat dalam penanganan kondisi kegawatdaruratan obstetri berdasarkan
aspek kaidah dasar bioetika, etika klinik dan aliran berpikir bioetika.

Kata Kunci: presumed consent; kegawatdaruratan obstetri; aliran berpikir bioetika; kaidah dasar bioetika; etika klinik
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PENDAHULUAN

Kondisi kegawatdaruratan obstetri yang
mengancam nyawa tidak pernah berubah sejak
dahulu, vyaitu perdarahan, hipertensi kehamilan
terutama eklampsia, sepsis dan persalinan macet.
Berbagai kondisi tersebut menyebabkan gangguan
pada pernafasan dan sirkulasi, penurunan
kesadaran, gangguan hemodinamik dan akhirnya
menyebabkan kondisi life threatening yang berisiko
pada kecacatan atau bahkan kematian. Sehingga
pada kondisi kegawatdaruratan obstetri, dokter
dituntut untuk segera melakukan tindakan yang
tepat untuk menyelamatkan nyawa pasien.'?

Dalam praktik kedokteran, hubungan dokter
dan pasien yang sah adalah hubungan yang diikat
oleh transaksi terapeutik, dan transaksi terapuetik
tersebut adalah melalui informed consent. Informed
consent adalah proses dimana pasien atau keluarga
terdekatnya memberikan izin kepada dokter untuk
melakukan sesuatu padanya atau atas namanya.
Permintaan persetujuan medis merupakan salah satu
bentuk penghormatan atas hak dasar pasien yang
diatur dalam etika kedokteran. Kewajiban dokter
adalah memberikan pasien informasi yang cukup
bagi pasien untuk mengambil keputusan. Namun,
terkadang suatu proses pengambilan keputusan oleh
pasien tidak dapat dilakukan karena kondisi pasien
yang tidak memungkinkan secara medis. Tanpa izin
tertulis, dokter tidak memiliki kewenangan hukum
untuk melakukan apa pun untuk pasien, kecuali
dalam keadaan kegawatdaruratan yang mengancam
nyawa (life threatening), maka dokter dapat
melakukan tindakan untuk menyelamatkan nyawa
pasien tanpa melakukan informed consent.>*

Dalam ilmu kedokteran, dikenal beberapa
pendekatan yang sesuai untuk memberikan
batasan dalam melakukan tindakan kedokteran dan
menyelesaikan berbagai masalah dan dilema etik.
Pendekatan tersebut yaitu Kaidah Dasar Bioetika
yang terdiri dari prinsip autonomy, beneficence, non-
maleficence, dan justice. Pendekatan etika yang lain
yang juga sering digunakan dalam menyelesaikan
masalah dan dilema etik yaitu melalui pendekatan
Clinical Ethics yang terdiri atas patient preference,
medical indication, quality of life, dan contextual
features. Selain kaidah dasar bioetika dan etika klinik,
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salah satu prinsip dasar pengambilan keputusan
medis oleh dokter untuk bertindak adalah aliran
berpikir etika. Secara teori, aliran berpikir etika ada
banyak, namun terdapat beberapa aliran berpikir
yang nampaknya dominan digunakan oleh dokter.
Aliran tersebut adalah Utilitarianism (terfokus pada
hasil akhir/output), Deontology (terfokus pada
proses), Relativism (bergantung situasi dan kondisi),
dan Virtue ethics (etika kebajikan/ karakter moral
yang baik).>578

Perkembangan pendidikan di masyarakat, serta
luasnya akses terhadap ilmu pengetahuan khususnya
yang berkaitan dengan praktik kedokteran, kondisi
kegawatdaruratan obstetri, etika kedokteran
dan hukum kesehatan yang berlaku memberikan
tantangan tersendiri bagi dokter dalam mengambil
keputusan. Pengambilan keputusan dalam kondisi
kegawatdaruratan obstetriantar dokter mungkin saja
bervariasi tergantung kondisi medis pasien, dilema
etik yang muncul ataupun aliran berpikir bioetika
yang dianutnya. Seringkali dokter tetap meminta
informed consent, surrogate consent atau presumed
consent. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
presumed consent pada penanganan kasus
kegawatdaruratan obstetri dari persepsi dokter dan
pasien. Pada akhirnya, dokter harus memperhatikan
apakah proses pengambilan keputusan tersebut
sudah sesuai aturan yang berlaku, baik secara
hukum maupun secara etis serta sesuai dengan
harapan pasien dan keluarganya sehingga dapat
menjamin hubungan yang baik antara dokter, pasien
dan; atau keluarga pasca tindakan kedokteran dan
selama proses perawatan berlangsung.®?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif dengan pendekatan case
study pada kasus kegawatdaruratan obstetri yang
ditangani melalui proses presumed consent oleh
dokter terhadap pasien. Penelitian ini menggunakan
desain holistic single case study design melalui
wawancara mendalam kepada informan utama
yaitu dokter dan informan pendukung yaitu pasien
untuk mencapai tujuan penelitian yang tidak hanya
secara empiris, tetapi juga objektif, terstruktur,
holistik, faktual dan mendalam dengan menggali
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pengalaman hidup informan terhadap kondisi
kegawatdaruratan obstetri yang dialami. Selain
itu peneliti juga menggali pengalaman informan
terhadap penanganan kondisi kegawatdaruratan
obstetri oleh dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi
melalui pengambilan keputusan tindakan medis
dengan presumed consent ataupun dengan metode
pendekatan consent yang lain.1011

Penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling dimana informan dalam penelitian ini
adalah Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
anggota POGI Cabang Makassar dan pasien yang
memiliki riwayat kegawatdaruratan obstetri dengan
presumed consent di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar,
serta pasien yang pernah ditangani oleh dokter
tersebut pada rentang waktu 6 bulan — 2 tahun
pasca kondisi kegawatdaruratan dan dalam keadaan
stabil secara fisik dan emosional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit
Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Makassar (RSIA
Sitti  Khadijah 1 Makassar) merupakan rumah
sakit swasta di Kota Makassar yang dimiliki oleh
Perserikatan Muhammadiyah Cabang Makassar.
Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Makassar
telah terakreditasi oleh KARS (Komisi Akreditasi
Rumah Sakit) dengan predikat Madya (Bintang 3).

Informan dalam penelitian ini adalah berjumlah
10 orang yang terdiri dari 6 orang dokter spesialis
obstetri dan ginekologi, dan 4 orang informan pasien
yang secara medis memenuhi kriteria inklusi untuk
menjadi informan.

Tabel 1. Karakteristik Informan

Karakteristik Informan Frekuensi

Umur <40 tahun 6
41-50 tahun
> 50 tahun
Laki-laki
Perempuan
Dokter

Jenis kelamin

Informan

A O O N NN

Pasien
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Tabel 2. Karakteristik Informan Dokter

Karakteristik Informan Dokter Frekuensi

Umur <50 tahun 4
> 50 tahun 2
Jenis kelamin Laki-laki 2
Perempuan 4
Masa Kerja <10 tahun 2
10-15 tahun 2
>15 tahun 2
Kondisi kegawat- > 1 kasus dalam 1 bulan 2
daruratan obstetri  \inimal 1 kasus dalam 4

yang di tangani beberapa bulan

Dari aspek informan Dokter Spesialis Obstetri

Ginekologi, karakteristik informan cukup
bervariatif berdasarkan masa kerja aktif di Rumah
Sakit Sitti Khadijah 1 Makassar yaitu 2 orang dokter
dengan masakerjalebih dari15tahun, 2 orang dokter
dengan masa kerja 10-15 tahun, dan 2 orang dokter
lainnya dengan masa kerja kurang dari 10 tahun
sehingga diharapkan memiliki perspektif yang lebih
bervariatif. Sementara dari aspek pasien, seluruh
informan merupakan pasien yang sebelumnya
pernah di rawat oleh salah satu dokter (informan)
yang bertugas di Rumah Sakit Sitti Khadijah 1
Makassar yang kemudian atas rekomendasi dokter
informan dan atas izin pasien tersebut peneliti
memohon untuk dapat menjadi pasien informan
dalam penelitian ini.

dan

Kondisi Kegawatdaruratan Obstetri

Dalam penelitian ini, kondisi kegawatdaruratan
obstetri pasien yang dimaksud adalah kondisi
kesehatan yang mengancam jiwa pasien yang
terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah
persalinan. Kondisi medis tersebut berisiko
menyebabkan kecacatan ataupun kematian, baik
bagi ibu maupun bagi bayi baru lahir. Secara garis
besar, kondisi kegawatdaruratan obstetri tersebut
adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan,
persalinan macet dan sepsis. Berdasarkan frekuensi
kejadian kegawatdaruratan obstetri di rumah
sakit, sebagian besar informan mengatakan bahwa
kondisi kegawatdaruratan obstetri yang betul-betul
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mengancam jiwa di Rumah Sakit Sitti Khadijah 1
Makassar cukup jarang terjadi, yaitu sekitar 1 sampai
3 kasus perbulan.

Kondisi kegawatdaruratan obstetri secara teori
telah dijelaskan sebagai kondisi kehamilan dan
persalinan yang bila tidak dilakukan penanganan
segera akan menyebabkan risiko yang berat
bahkan kematian ibu, janin atau bayi baru lahir.
Hal tersebut telah dijelaskan melalui wawancara
mendalam di penelitian ini dimana dengan jelas
telah disampaikan oleh seluruh informan bahwa
kondisi kegawatdaruratan yang sering terjadi selama
informan bekerja di Rumah Sakit Sitti Khadijah 1
Makassar secara garis besar adalah perdarahan,
hipertensi  dalam  kehamilan  (preeklamsia/
eklamsia), persalinan macet (distosia) dan infeksi/
sepsis. Kondisi-kondisi tersebut dapat memberikan
konsekuensi maupun komplikasi yang berakibat
pada penurunan kualitas hidup pasien, bahkan dapat
memberikan risiko mortalitas pada ibu dan bayi.**3

Kondisi  kegawatdaruratan obstetri yang
mengancam nyawa mengharuskan dokter untuk
segera mengambil keputusan segera untuk

menyelamatkan nyawa pasien. Seluruh informan
dalam penelitian ini telah menjelaskan mengenai
persepsi informan dalam memberikan tindakan dan
tatalaksana segera bila dihadapkan pada kondisi
gawat darurat yang mengancam jiwa dengan atau
tanpa melalui proses informed consent.*

Dasar Etik Pengambilan Keputusan Tindakan
Kedokteran pada Kondisi Kegawatdaruratan
Obstetri

Dari aspek aliran berpikir etika yang digunakan
oleh informan, peneliti melihat bahwa seluruh
informan secara dominan menggunakan aliran
berpikir etika virtue ethics dalam melakukan
pelayanan kesehatan terutama dalam kondisi
kegawatdaruratan. Secara teori virtue ethics ini
disebut juga sebagai etika keutamaan/kebajikan
yang berarti segala tindakan dan pengambilan
keputusan dilakukan atas dasar kebajikan. Kebajikan
berasal dari karakter moral yang baik, sehingga etika
ini merupakan etika yang terbentuk karena pada
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dasarnya seseorang tersebut memiliki watak yang
baik seperti jujur, amanah dan berintegritas. Hal
tersebut memang sangat diperlukan sebagai seorang
dokter, mengingat tindakan keprofesian seorang
dokter berhubungan langsung dengan nyawa, jiwa
dan keselamatan pasien. Dalam penelitian ini,
implementasi aliran berpikir bioetika peneliti lihat
dari bagaimana informan menanggapi sebuah kasus
dengan berbagai penyulit dan dilema etik yang ada.
Informan mengatakan bahwa keselamatan dan
kesehatan pasien adalah tanggung jawab moral
dokter sebagai seorang yang memiliki anugerah
berupa kompetensi untuk menyelamatkan nyawa
pasien. Hal tersebut menggambarkan bagaimana
dasar berpikir informan dalam mengambil suatu
keputusan, yang pada dasarnya informan memiliki
nilai dan karakter moral yang baik. Seperti yang
dijelaskan dalam penelitian Prabowo S dan
Maslahatur Rohmah, Virtue ethics merupakan salah
satu etika normatif yang disebut juga sebagai etika
keutamaan, artinya karakter utama sebagai manusia
bukan menilai suatu perbuatan satu demi satu,
benar atau salah dan baik atau buruk.'’

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan, walaupun secara harfiah informan tidak
mengetahui mengenai istilah presumed consent,
namun secara pengambilan keputusan dan praktik
dilapangan informan telah mengimplementasikan
metode presumed consent tersebut karena
melakukan tindakan penyelamatan nyawa terlebih
dahulu tindakan (primary
dan secondary survey) dengan asumsi bahwa
pasien dibawa atau datang ke rumah sakit untuk
mencari pertolongan terhadap kondisi medis
yang dialaminya. Kemudian setelah pasien dalam
kondisi stabil dan melewati masa kritisnya, dokter
selanjutnya menjelasan sesegera mungkin mengenai
kondisi medisnya tadi yang mengharuskan dokter
segera mengambil keputusan untuk melakukan
tindakan. Persepsi atas pengambilan keputusan
tersebut dibenarkan secara etik dan hukum karena
kesehatan dan keselamatan pasien dalam kondisi
kegawatdaruratan adalah hal yang utama dalam
pelayanan kesehatan.

melalui resusitasi
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————————————————— +» : Pemberian informasi medis

: Alur pengambilan keputusan

Gambar 1. Bagan Alur Pengambilan Keputusan pada Kegawatdaruratan Obstetri dari Berbagai Mekanisme Consent

Alur diatas menjelaskan tentang mekanisme
consent yang tepat dalam kondisi kegawatdaruratan
obstetri. Pada saat terjadi kondisi kegawatdaruratan
obstetri, mekanisme presumed consent menjadi
langkah awal dalam pengambilan keputusan
terutama bila pasien tidak didampingi oleh keluarga,
dengan asumsi bahwa pasien ke rumah sakit
karena ingin mencari pertolongan atas kondisinya.
Selanjutnya diperlukan tindakan primary survey
untuk menstabilkan kondisi pasien. Setelah itu, bila
pasien dalam keadaan stabil dan diperlukan tindakan
definitif (invasif), maka mekanisme informed
consent yang menjadi pilihan selanjutnya. Di sisi
lain, apabila pasien didampingi oleh keluarga, maka
surrogate consent dapat menjadi salah satu pilihan
selama permintaan persetujuan ke keluarga pasien
memungkinkan. Artinya, waktu yang dibutuhkan
untuk meminta persetujuan tindakan kedokteran
tidak mempengaruhi kondisi medis dan kualitas
hidup pasien tersebut.
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Dari  aspek bioetika, informan vyang
sesungguhnya dihadapkan dalam dilema etk
antara menyelamatkan pasien terlebih dahulu
atau menghormati hak autonomy pasien memilih
untuk mengutamakan dan memprioritaskan untuk
penyelamatan jiwa pasien. Perspektif informan
akan hal tersebut sesuai dengan aspek prima
facie dalam teori bioetika dimana bila seorang
dokter diperhadapkan dalam suatu dilema etik
karena kondisi medis pasien, dokter harus memilih
prinsip yang lebih di prioritaskan dengan segala
konsekuensi dan akibatnya. Sehingga merujuk pada
topik penelitian, berdasarkan Kaidah Dasar Bioetika
(KDB) yang diperkenalkan oleh Beauchamp dan
Childress, tampak adanya dua atau lebih kaidah
yang bersinggungan, yaitu kaidah autonomy dengan
kaidah beneficence serta kaidah non-maleficence.
Dalam implementasinya, autonomy  yang
merupakan hak dasar pasien yang secara etik dan
hukum melekat pada diri pasien sebagai sesuatu hal
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yang harus di hormati dan dijunjung tinggi dapat
menjadi pengecualian dalam kondisi gawat darurat.
Sementara itu, beneficence sebagai prinsip moral
dengan mengutamakan kebaikan pasien serta non-
maleficence sebagai prinsip moral yang melarang
berbagai tindakan yang mungkin dapat mencederai
dan memperburuk keadaan pasien memiliki nilai
yang lebih dominan dibandingkan dengan prinsip
autonomy tadi.

Selain dari teori kaidah dasar bioetika, bila
dilihat dari etika klinik yang diperkenalkan oleh
Jonsen, Siegler dan Winslade atau dikenal sebagai
“the four box method”, pada prinsipnya perspektif
informan terkait metode presumed consent ini juga
dapat dijadikan pembenaran secara etika klinik.
Seperti yang dikatakan oleh seluruh informan
bahwa pasien yang saat itu mengalami kondisi
kegawatdararuratan tidak memiliki kapasitas untuk
mengambil keputusan atas dirinya. Sehingga apakah
dia memiliki proxy atau surrogate decision maker
bisa saja menjadi salah satu solusi dalam penentuan
keputusan sesuai dengan aspek patient preferences.
Namun seperti yang dijelaskan dalam teori-teori
sebelumnya bahwa, jelas mekanisme penundaan
tindakan kedokteran melalui metode informed
consent ini hanya akan memberikan dampak negatif
pada kondisi pasien secara medis. Terkecuali dalam
kondisi dimana keluarga terdekat pasien yang
kompeten berada dilokasi yang sama dengan pasien,
dokter dapat melakukan pemberian informasi
(surrogate consent) sambil melakukan penanganan
terhadap pasien, atau melalui pemberian
pendelegasian kepada tenaga kesehatan dan dokter
yang lain untuk menjelaskan informasi medis ke
keluarga pasien merupakan salah satu pilihan yang
tidak dapat disalahkan. Hal tersebut disampaikan
oleh informan sebagai salah satu solusi yang
relevan pada kondisi kegawatdaruratan sehingga
memberikan rasa aman dan nyaman bagi dokter
dan pasien/keluarga. Sementara aspek indikasi
medis (medical indication) juga jelas bahwa pasien
yang saat itu mengalami kondisi kegawatdaruratan
yang nyata sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Rl nomor 47 tahun 2018 berupa kondisi
yang mengancam nyawa; gangguan jalan napas
dan sirkulasi; penurunan kesadaran; gangguan
hemodinamik dan/atau memerlukan tindakan
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segera merupakan suatu tanda kegawatdaruratan
yang secara hukum dan etika tidak diperlukan
lagi informed consent didalamnya. Selanjutnya
dari aspek etika klinik yang lain yaitu quality of
life merupakan tujuan akhir dari seluruh tindakan
tersebut seperti keberhasilan dalam memperbaiki,
menjaga dan meningkatkan kualitas hidup serta
kondisi medis pasien. Implementasinya dalam
penelitian ini dapat terlihat dari prognosis yang baik
dan kepuasan medis pasien yang menjadi informan
penelitian. Seluruh informan pasien dengan jelas
memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada dokter yang telah memberikan pelayanan
yang cepat dan tepat selama mereka mengalami
kondisi kegawatdaruratan.

Berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia
(KODEKI), informan jugatelah mengimplementasikan
butir KODEKI yang dapat dilihat dalam hasil
penelitian. Melihat dari redaksi kalimat dalam butir-
butir KODEKI, tersusun dengan jelas bahwa butir-
butir tersebut sebagian besar berkaitan dengan
kondisi kegawatdaruratan. Sehingga implementasi
KODEKI dalam pengambilan keputusan oleh
informan sudah benar dilakukan. Butir-butir tersebut
menjelaskan kewajiban dokter dalam melakukan
pertolongan darurat sesuai dengan kompetensinya
sebagai suatu tugas kemanusiaan (pasal 13). Dokter
harus melaksanakan profesinya dengan standar
profesi tertinggi dengan mengingat kewajibannya
untuk melindungi hidup insani, bersikap tulus ikhlas
dan mempergunakan ilmunya untuk kepentingan
pasien (Pasal 2, 7d dan pasal 10). Upaya dokter
dalam mengambil keputusan dan tindakan secara
cepat merupakan hal penentu dalam keberhasilan
penanganan pasien gawat darurat, sehingga
penguatan dari berbagai kaidah dan prinsip etika
yang ada dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan
berbagai dilema etik yang ada.

Pendelegasian Persetujuan Informasi
Kedokteran

Hallain yang peneliti peroleh dalam wawancara
mendalam bahwa, mekanisme pengambilan
persetujuan atas tindakan kedokteran terkadang
dilaksanakan melalui proses pendelegasian.
Mekanisme pendelegasian persetujuan tindakan
kedokteran umumnya didelegasikan kepada dokter
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umum yang sementara bertugas jaga saat itu, bidan
jaga, ataupun mahasiswa program pendidikan
dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang saat
itu bertugas di rumah sakit. Proses pendelegasian
tersebut umumnya dilakukan karena berbagai
faktor, seperti dokter penanggung jawab masih
sementara perjalanan ke rumah sakit; dokter dalam
keadaan steril di ruang operasi; ataupun dokter
berhalangan untuk bertemu secara langsung
dengan keluarga pasien.??

Secara hukum dan etik, hal tersebut telah
dijelaskandalam Undang-UndangRepublikIndonesia
Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan bahwa
mekanisme pendelegasian merupakan pemberian
tanggung jawab yang hanya dapat diberikan secara
tertulis oleh pemberi delegasi. Dengan syarat,
orang yang dilegasikan memiliki kompetensi yang
dianggap mampu untuk melaksanakan tugas
tersebut. Pendelegasian kewenangan yang tertulis
tersebut harus berisi instruksi yang jelas mengenai
pelaksanaannya. Walaupun secara khusus tidak ada
aturan mengenai pendelegasian informed consent
kepada pasien dan keluarganya, namun secara etik
dan hukum pemberian informasi dan persetujuan
medis sebaiknya dilakukan langsung oleh dokter
yang akan melakukan tindakan kedokteran (dokter
penanggung jawab pelayanan) untuk menghormati
hak dasar autonomy pasien. Di sisi lain,
terkadang terdapat kondisi yang betul-betul tidak
memungkinkan untuk memberikan instruksi tertulis
dalam pendelegasian informed consent, sehingga
dapat dilakukan pendelegasian secara lisan kepada
orang yang berkompeten, namun dengan syarat,
setelah dokter penanggung jawab pelayanan telah
hadir, dokter tersebut harus melakukan cross-check
kembali mengenai mekanisme informed consent
tersebut. Hal tersebut hanya berlaku pada situasi
tertentu sesuai yang dijelaskan pada hasil penelitian
seperti karena adanya faktor keterlambatan dokter
akibat hal yang tidak terduga, dokter dalam keadaan
steril di ruang operasi, dan sebagainya.>”%

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam menyelesaikan suatu dilema etik, analisis
prima facie menjadi solusi dalam pengambilan
keputusan medis bagi dokter dengan cara memilih
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prinsip atau kaidah yang lebih dominan nilai dan
prioritasnya berdasarkan aspek kaidah dasar
bioetika dan etika klinik. Implementasi metode
presumed consent menjadi pilihan yang tepat
dalam penanganan kondisi kegawatdaruratan
obstetri berdasarkan aspek kaidah dasar bioetika
(beneficence dan non-maleficence). Implementasi
metode presumed consent menjadi pilihan yang
tepat dalam penanganan kondisi kegawatdaruratan
obstetri  berdasarkan etika klinik  (medical
indication dan quality of life). Penggunaan aliran
berpikir bioetika virtue ethics menjadi dasar aliran
berpikir yang sangat sesuai bagi dokter dalam
mengambil suatu keputusan medis dalam kondisi
kegawatdaruratan obstetri karena didasarkan atas
dasar kebajikan dan karakter moral yang baik.

Metode presumed consent cukup jarang
dilakukan oleh dokter, karena sebagian besar pasien
yang mengalami kondisi kegawatdaruratan obstetri
selalu didampingi oleh keluarga terdekatnya.
Sehingga peneliti merekomendasikan untuk dibuat
suatu penelitian mengenai surrogate consent pada
kondisi kegawatdaruratan obstetri.

Peneliti juga merekomendasikan untuk dibuat
penelitian selanjutnya bukan hanya dari aspek
kegawatdaruratan obstetri, tetapi juga dari aspek
kegawatdaruratan disiplin ilmu yang lain seperti
ilmu bedah, penyakit dalam, jantung dan pembuluh
darah, ilmu saraf dan disiplin ilmu yang lain, sehingga
perspektif informan dokter dapat bervariasi sesuai
dengan disiplin ilmunya masing-masing.
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